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Puteri Pidato Di

Bahrain

Perempuan Rentan Jadi
Korban Kekerasan Siber

A NGGOTA B adan Kerja Sammnma
Aontar Parlermen (BE.SA P DPR
Puteri Komarudin menckan-
kan upava Indonesia untualk
melindungi: perempuan dari
kKejabatan dan ke kerasan siber

Mlonurur Pureri, porcrmpruan
sangat rentan menjadl korban
kekerasan siber. IDii Indonesia,
satu dari sepuluh perermpuan
Prahkan relabh mengalami salah
satu bentuk kekerasan siber
sejak usia 15 tahuan.

“IDari tabhun 2020- 2002 ] .
miasalnwva. Komnas Porempiaan
mencatat peninglkactan jummbah
aduan kekerasan siber hinggea
23 persen. Aangka ind bahkan
e Turm termasuk kasus-kasus
wvang tidak dilaporkan smaua-
pun masulk proses pecadi lan.
Aatiny a. jumlahnya bisa lebih
besar lagil,” ungkap Puteri
dalam pidartonva pada Sesi
ke-35 Fomuam Perempuan Par-

lemen TPLT din Bahrain, Sabitu
(1153
ODrreanisasi parlemen duania

atau Inter-Parliamentaary Unaion
(IPL )y telah menvelengearakan
Sidang ke-146 di Manama.
Bahrain., pada 11-15 Maret
2023

Sebagail delegasi DODPR yange
hadir pada forum ini, Srikandi
MMilenial Fraksi Partaili Golkar
DPFR ini mengungkaphkam.
upaya Indonesia anituk e lin -
dungi poercmpuan dari keja-
hatan dan kekerasan siber

Puteri mengingatkan kepauda
angeota parlemen negara sabaa -

bat bahwa legislator berperan
penting untuk memasti kan
diadopsinya kerangka hukum
vang komprehensif dan holis-
tilkk. utuh atau tidak terpisah-
Prisalb.

Peramuran yang diterbitkan
harus memberikan perlin-
dungan hukum bagi perem-
punn ., yang dirmulal dacd upaaya
pencegahan, ponangzanman.
hingea pemulihan bagi korban.

Contohnya ., di Indonesia
kKami sudah mengesahkan
TUTndang-TIndang tentang Tin-
dak Pidana Kekerasan Selsual
(UL TPES) vang menglrirmi-
nialkan berbagai bentuk ke-
kerasan siboer schagai kckerasan
seksual vang disebur Kekerasan
Seksual Berbasis Teknologri.
Serta maengatur pula “pasal

Jembatan’™ yang men ghubungs-

kKan kekerasamn seksual dalam
undang-undangz lain. seperti
KTUUHP, Undang-TUndang Por-
nografi, schagai tindak pidana
kekerasan seksual.

“Jadi dapat memberilkan poer-
lindungzan hakom yang lebih
Iuas bbagi korban.,”” maouar Puteri
vaitg jugsa menjabat Aangoota
Biro Perempuan Parlemen [P
mewrakili Grup Acsia Pasifik.

Putri sulung Kocma DPR Kke-
1 7. Ade Komarudin ini juga
membeberkan kel stilmee waan
LITLTY TRPEKS wyang moemboerikan
kKewenangan bag pomerintah
pusat untuk menghapus ataua
mermutus akses kKonten kKe-
kKerasan seksual. m AL
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